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PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

- AT_ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 201

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA N
" BUPATI KARANGANYAR, o

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) ..

' vUndang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
-~ Daerah, sebagaimana telah diubah’ beberapa kali terakhir

dengan ~ Undang-Undang Nomor - 9 - Tahun 2015 tentang -
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang - ‘Pemerintahan - ~Daerah, Bupatl menyampaikan

'-Pertanggung]awaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
. Belanja' Daerah Tahun Anggaran 2017 kepada Dewan .
. Perwakilan . Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan -
) keuangan yang telah diperiksa --oleh - Badan Pemeriksa.

Keuangan paling Iambat 6 (enam) buIan setelah tahun

©anggaran berakhir; -

. . bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud ,

‘. dalam’ huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang -
_”Pertanggung]awaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

- BelanJa Daerah Tahun Anggaran 20 17; ' .

. _‘ Pasal 18 ayat 6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk
~ Indonesia Tahun 1945; v

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan'
Daerah- daerah Kabupaten dalam ngkungan Prov1n31 Jawa
Tengah

Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganA
~ Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 .
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indonema ’

Nomor 4286), -

xUndang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan »Lembaran Negara Repubhk ‘Indonesia

~* Nomor 4355); .

.Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang ‘Pemeriksaan
- Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran-

Negara  Republik - Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republlk Indones1a Nomor 4400), '



’ ’Repubhk Indoncma Nomor 5165), o

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
- _Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438);
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
- dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
- ‘Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

vIndonesm Nomor 5049); o :
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
- Daerah (Lembaran Negara- Repubhk Indonesia Tahun 2014
© Nomor 244, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), " sebagaimana - telah ‘diubah beberapa kali

“terakhir dengan Undang-Undang N omor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

~_tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
~ Republik Indonesia Nomor 5679);

9. . Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
- =Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara’ Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan |

" Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4502)
: sebagaumana telah diubah- dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun. 2012 tentang  Perubahan atas Peraturan
- Pemerintah - Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
. Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia = Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
~ Negara Repubhk Indonesia Nomor 5240), -

.. Peraturan’ Pemermtah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

. iPenmbangan * {Lembaran ~ Negara ' Republik Indonesia
- Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575) Lok

. Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
 Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara = Republik
" Indonesia 'Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran
~ ~Negara Repubhk Indonesia Nomor 4576), sebagannana telah
‘diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
__tentang Perubahan atas- Peraturan : Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005. tentang Sistem  Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2010 Nomor

-+ 110, Tambahan Lembaran Ncgara Repubhk Indonema Nomor
- 5185); - L
. Peraturan Pernenntah Nomor -:58 Tahun 2005 tentang .
" Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik -
~ Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
- Negara Repubhk Indones1a Nomor 4578),~ S :

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan -

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

 Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
- Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor. 4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
* Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara




. Pinjaman - Daerah (Lembaran 'Negara Republik Indonesia

5. ‘:')Peraturan Pemerlntah: . Nomor - 30" Tahun 2011 tentang o

v"'}-*‘-Tahun 2011 .Nomor 59, Tambahan" Lembaran Negara Repubhk*v 2

-~ Indonesia Nomor 5219);

~Daerah  (Lembaran Negara - :Republ_lk IndoneSIa Tahun 2012
‘]Nomor 5, Tambahan :Lembarat
'.”:";fNomor 5272) LU

‘Peraturan’ Pemeﬁntah Nomor, 12 Tahun 2017 tentang Pedoman‘: N

_ "'--Daerah (Lembaran Nega.ra Repubhk Indonesia Tahun 2017_ R
. Nomor 73, Tambahan Lembaran’v Negara Repubhk Indonesm‘
__,Nomor 6041), : _

8. Peratura.n Menteri DalamﬂNcgerl Nomor 13> 'Tahun 2006 tentangb’ -

i f{dlubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

S Pedoman Pengelolaan Keuangan :Daerah

."_’3Peraturan Pemermtah Nomor -2 Tahun 2012 tentang Hlbah s

"an “Ncgar Repubhk Indonema:lr

" Pembinaan: dan’ Pengawasan Penyelenggaraan ‘Pemerintahan

. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah »

- Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas = -'
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lo

Peraturan - - Daerah . Kabupaten Karanganyar Nomor 18’ - g
. Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

"'ffKaranganyar Tahun 2016 Nomor' 8); - L e
0. 'Peraturan . Daerah Kabupate' Karanganyar Nomor 10

Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 10)

A Dengan Persetujuan Bersama S

BUPATI KARANGANYA

MEMUTUSKAN

:-,,,DAERAH - -TENTAN

- Menetapkan : PERATURAN’

‘"TAI-IUN ANGGARAN 2017 T

(1) Pertanggun.awéban ‘pelaksanaan nggaran" Pendapatan dan

* keuangan yang memuat : :
- }‘.'_f:a' Laporan Reahsam Anggaran (LRA) . S R T
< b Laporan Perubahan Saldo Anggaran“Leblh (LPSAL}, | BRI

d Laporan Operasmnal (LO),
3 Laporan Perubahan Ekultas (LPE),
f. Laporan Arus Kas (LAK), dan '
g Catatan atas Laporan Keuangan'(CaLK

“Tahun” Anggaran 2017 . " (Lembaran _Daerah Kabupaten»,,- -

’;‘:_";Tahun 2017 tentang Perubahan,Anggaran ‘Pendapatan dan
- Belanja Daerah Tahun ‘Anggaran- 2017 (Lembaran Daerah T

EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR L

PERTANGGUNGJAWABAN-
- PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

~ Belanja_Dacrah Tahun Anggaran 12017, berupa laporan



(2) Laporanv keuangan sebagaJmana fdlmaksud pada_ ayat ) -
- dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan dan laporan kmerja_ .
= badan usaha mlhk daerah / perusahaan daerah o

- a. »Pendapatan

I Surplus/ (DeﬁSIt)
. Pemblayaan
L Penenmaan
2 Pcngeluaran
S Pemblayaan Netto -
d. Sisal Lebih Pemblayaan
o ,."Anggaran (SILPA) ©

224.047.922.895, 00
_ 14.050.423.800,00
©209.997.499.095,00

186.963.056.959,00

"’dalam Pasal 2, sebaga1 berikut :

;(Rp45 430 497.416 ,00), den an rmc:an sebaga1 benkut
1 Anggaran pendapatan '

Rp 2 088 890 803 385 00

‘Rp_2.043.460.305.969,00
(Rp  +45.430.497. 416,00)

setelah perubaha.n
.?jj"_’2 Reahsas.u RGN

' seJumlah :

::5;»1 Anggaran belanJa
L setelah perubahan
e 2 Rcahsasx

Rp' 23.034.442.136, 00
Rp-5"5186v725 531.959,00

223 810 397.895,00
224.047.922.895,00
237.525.000,00

 setelah perubahan
2 Rea,hsam E
. Se1131h 1eb1h/ (kurang)

1 Uralan Laporan Reahsas1 Anggaran (LRA sebagalmana dlmaksud f o

a. Se11S1h anggaran dengan -realisasi pendapatan seJumIah o



e Sehslh anggaran dengan reahsa51 pengeluaran pemblayaan
R sejumlah Rp 0,00, dengan rincian sebagal berlkut

1. Anggaran pengeluaran pemblayaan S

SRR __setelah perubahan Rp 14, 050 423 800,00
2. Realisasi - EOREER Rp 14.050.423.800,00

;Sehslh leblh/ (kurang) o Rpg,:; IR 0,00

. SehSlh anggaran dengan reahsasx pemblayaan netto sejumlah
_ Rp237 525.000,00, dengan r1n01an sebaga1 benkut

o L Anggaran pemblayaan netto

Rp 209.759.974.095,00

3y setelah perubahan ‘
»2 Reallsa81 ERE Rp 209 .997.499.095,00
Sehsxh Ieblh/ (kurang) L Rpf 237 525. 000 00
Pasal 4

. »»Laporan Perubahan Saldo Anggaran Leblh (LPSAL) sebagalmana ‘
,_;',dlmaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2017

- 'sebagai benkut N :

~a. Saldo Anggaran Lebih Awal ﬁ | Rp 223 810 397 895 oo

" b, Penggunaan SAL sebagau ' SERESE .

S Penenmaan Pemblayaan Tahun

‘el Slsa Leb1h / Kurang Pemb1ayaan
,Anggaran (SILPA/SIKPA) :

": 1. Saldo Anggaran Leb1h Akhu'

N Rpi,E_':223.8_10.397.895,00

Rp - 186.963.056.959,00
Rpf '{f?186,;,953.056.959,00 o

: , B Pasal 5 R .

e Neraca sebagmmana d1maksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c,
. per 31 Desember 20 17 sebagau benkut ,

a. Jumlah aset Rp 2 916. 448 445.711,43

- b. Jumlah kcwajlban B Rp  10.354.656.976,33

e Jumlah ekuitas Rp 2 906 093 788.735,10

R P Rt Pasa16

] Laporan Operaswnal (LO) sebagalmana dlmaksud da]am Pasal 1
-ayat (1) huruf d, per 31 Desember 20 17 sebaga.l berikut:

“a Pendapatan LO S Rp 1.933.643.322.857, 26

" b.Beban .= e ’Rp 1 .847.518.921.033,56

c. Surplus defi31t LO o R 87 938 279 777.81




Laporan Perubahan Eku:tas vLPﬂE se vagaumana dlmaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf e, per 1 Des m”'er;‘2016 sebaga1 berikut :

87.938.279.777.81
495.309.585,00
'55.994.800,00
'4_ 29 936.767,28 -

232.:1_33.980,50) *
4.148.437,65)
- 7.675.700,00) -
093 788 735 10 =

ayat (1) huruf f untuk tahtiri yang ;‘-fberakhn‘ sampa1 dengan
31 Desember 2017 sebagal berikut : .
a, Saldo kas’ wal per S
1 Januari tahun 2017 Ry :f2‘23';939'.‘810.988,00]
b'; Arus kas ber31h darl S S
. aktivitas operasi Rp 248. 799’146 715 oo o
. Arus kas ber31h dan aktwltas o R
- 1nvcstas1 aset non-keuangan .V(R 271:851 439 801 00)’ B
c. Arus kas bersih dari ‘ .
;aktmtas pemblayaan : § 3812 898 300 00) -
. Arus kas ber31h dar1 akt1v1tas i S
.- non anggaran Rp . 9. 647 908 937 00 
Bt Kas d1 Bendahara Penenmaan Rp - ” 17. 850.950,00 .
lahar : ;67 307 995 oog]'

: Per31Desemb 2017 .8"'030._3.64.954,00».;.._i..; o

Rp 2.777.600.606.632,01 R

3.882. 380 708 85] S



Pertanggung]awaban . pelaksanaan Anggaran Pendapatan danv‘b

tercantum dalarn Lamplran yang terdln d
a. Lamplran I ST Laporan reahsa31 anggaran ’

.",f_urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
“Rincian - Iaporan realisasi- anggaran menurut

| Lamplran 12

"pendapata.n belanja dan pernblayaan

- organisasi, progra.m, dan keglatan,

- kerangka pengelolaan keuangan negara; =
" Laporan Perubahan Saldo Anggaran Leblh ’
*Laporan Operasional; * .= =~

- Laporan Perubahan Ekuitas;- N
"V'Neraca, R S
Laporan Arus Kas, e
~Catatan atas laporan keuangan, LT

- Daftar rekapitulasi piutang daerah; el
*]Daftar rekap1tu1as1 peny181han plutang txdak R

d. Lamplran IV
. ‘Lampiran V -

. - Lampiran VI
g.- Lampiran’ VI
" h. Lampiran’ VIII .
.:i. Lampiran IX-

berguhr v dan |

‘Daftar penyertaan modal (1nvesta31) daerah o
~ Daftar .. rekap1tu1a31 ‘realisasi penambahan'
~dan pengurangan aset tetap daerah ‘

Daftar rekap1tu1a81 aset tetap; =

':__.’?;Lampxran XI
L. Lamplranb XII

Daftar rekap1tu1as1‘aset la_mnya,
- Daftar dana cadangan daerah;-

': *Daftar kewajiban jangka pendek
: Daftar kewajlban jangka panjang, . e
Daftar keglatan—keglatan “yang  belum
dlselesalkan

Lamp1ran Iaporan:keuangan sebagalmana d1maksud da.lam Pasal 1_' o
ayat (2), terdm dan s I

bLamp1ranXXI A"'ﬁ.’vLaporan klnéija Badan Usaha Mlhk Daerah /

Belanja Daerah. sebagaumana ‘dimaksud " dalam Pasal 1 ayat (1),'

ngkasan laporan realisasi anggaran menurut' S

-urusan - Pemerlntahan ‘Daerah, Organlsasl,’

_Rekapxtulas1 reahsa81 anggaran belanJa daerah“_: "
menurut - urusan - Pemerintahan - Daerah S

: .:Rekapltulam reahsa31 anggaran belama daerah -
“untuk keselarasan dan ‘keterpaduan urusan_ P
_fi_;:‘Pemenntahan v Dacrah dan - fungsi dalam R

konstruk31 - dalam .

~sampai - akh;r | tahun “dan ]

'a LamplranXX : ‘kht1sar laporan keuangan '~‘Badan Usaha M111k' R S



Pasal 12

Laporan Keuangan Pemermtah Daerah sebagaimana dlmaksud :
dalam Pasal 1 telah diperiksa oleh Badan . Pemenksa Keuangan
dengan opini Wajar Tanpa Pengecuahan '

Pasal 13

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagai rincian lebih lanjut
dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah. . )

s S _ Pasal 14 ,

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan

: Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

- Daerah Kabupaten Karanganyar

Dltetapkan di Karanganyar _
- pada tanggal 6 Juli 2018
BUPATI KARANGANYAR,
TTD

- JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 12 Juli 2018

~ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

1 TTD
- SAMSI

R LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 'I‘AHUN 2018 NOMOR 14

'~ NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

PROVINSI JAWA TENGAH : (14 /2018)

" Salinan sesuai dengan ashnya
IAT DAERAH | |
AUBARANGANYAR . .




